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Abstrak
 

Dalam Kontrak Production Sharing, hasil bagi seluruh kegiatan operasi penambangan minyak yang berupa

minyak mentah, akan dibagi antara Pemerintah dengan Kontraktor dengan proporsi yang sudah ditentukan

dalam kontrak. Bagian kontraktor (contractor's share) tersebut sudah termasuk pembayaran pajak. Bagian

kontraktor akan selalu sama walaupun tarif pajaknya berubah.

 

Dalam aktivitasnya di Indonesia, sangat memungkinkan diperolehnya tambahan kemampuan ekonomis dari

kegiatan dan modal atau asset yang dimiliki atau dikuasai oleh kontraktor, baik yang mempunyai kaitan

langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasi penambangan minyak dan gas bumi dalam Kontrak

Production Sharing. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut menurut Undang-Undang Perpajakan adalah

penghasilan yang harus dikenai pajak.

 

Di dalam Kontrak Production Sharing dengan bentuk Joint Operating Body (PSC-JOB), Pertamina

mempunyai partisipasi kepemilikan (Pertamina Participating Interest) pada operasi Kontraktor dengan

perbandingan sebesar 50 : 50. Dengan adanya partisipasi kepemilikan tersebut, Pertamina ikut menanggung

biaya-biaya yang diperlukan dalam operasi di suatu Wilayah Kerja Pertambangan yang dikerjakan bersama

antara Kontraktor dan Pertamina. Karena Pertamina belum bisa melaksanakan kewajiban pendanaan untuk

keperluan operasi tersebut, maka Kontraktor akan menalangi terlebih dahulu seluruh biaya operasi yang

menjadi tanggung jawab Pertamina. Apabila atas Wilayah Kerja Pertambangan yang dioperasikan bersama

tersebut sudah berproduksi, maka Pertamina akan mengembalikan biaya operasi yang menjadi tanggung

jawabnya dalam bentuk minyak mentah (crude oil) ditambah dengan sejumlah tambahan minyak mentah.

Sejumlah tambahan minyak mentah yang diberikan kepada kontaktor sebagai kompensasi atas menalangi

dana operasi yang menjadi tanggung jawab Pertatnina inilah yang dalam Kontrak Production Sharing

disebut uplift.

 

Dalam pelaksanaan di lapangan masih terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah (Direktorat Jenderal

Pajak) dengan Kontraktor mengenai perlakuan perpajakan atas uplift. Kontraktor tidak bersedia dikenakan

pajak atas uplift dengan alasan bahwa uplift tersebut tidak ada hubungannya dengan operasi perminyakan

(petroleum operation) dan bukan merupakan insentif bagi Kontraktor. Alasan lain yang dikemukakan oleh

Kontraktor atas ketidaksetujuannya dikenakan pajak atas uplift adalah berdasarkan kontrak. hasil minyak

yang diperoleh Kontraktor adalah sudah termasuk pajak (include tax). Di pihak Direktorat Jenderal Pajak

sendiri masih terjadi perdebatan mengenai perlakuan pajak penghasilan yang tepat atas uplift. Hal inilah

yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini.

 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang penghasilan dan tipe penelitian yang
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digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pemilihan tipe ini didasarkan atas pertimbangan

bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti apakan uplift memenuhi konsep

penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, dan apabila memenuhi konsep penghasilan

bagaimanakah perlakuan perpajakan yang tepat atas uplift tersebut serta menganalisis permasalahan yang

akan dihadapi dalam implementasi perlakuan perpajakan di lapangan. Sedangkan Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan

wawancara.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uplift memenuhi konsep penghasilan berdasarkan Undang-undang

Pajak Penghasilan. Sedangkan perlakuan perpajakan yang tepat atas uplift adalah dikenakan pajak

berdasarkan basis netto dengan tarif pajak sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan

karena timbulnya uplift terdapat hubungan efektif kegiatan usaha kontraktor sebagai bentuk usaha tetap di

Indonesia, maka uplift merupakan bagian dari business income dan suatu bentuk usaha tetap. Hasil

penelitian juga menunjukkan bahwa penghasilan atas uplift merupakan potensi pajak dari sektor minyak dan

gas bumi yang belum tergali karena berdasarkan mekanisme pembagian hasil berdasarkan kontrak, uplift

belum dimasukkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Kendala dalam dalam mengenakan pajak atas

uplift karena adanya peraturan khusus (lex specialis) berupa Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur

ketentuan formal dan material yang masih berlaku sarnpai sekarang.

 

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah seyogyanya ada harmonisasi antara ketentuan

perpajakan dengan ketentuan teknis dalam kontrak dan peraturan pelaksanaan yang mengatur ketentuan

formal dan material perpajakan dalam pelaksanaan kontrak, dan menerbitkan penegasan mengenai pelakuan

perpajakan atas uplift serta mengganti Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan formal

pemenuhan kewajiban pajak Kontraktor Production Sharing.

<hr><i>According to the law of Natural Oil and Gas in a Production sharing contract in Indonesia, the total

production of all oil-mining operations, which is crude oil, is to be shared between the Government and the

contractor with agreed proportion as outlined in the contract The contractor's share includes tax and it will

remain the same even though the tax tariff would change.

 

In Indonesia, it is possible to get an economical added value from the activity conducted and from the

capital or the assets owned or dominated by the contractor, which are either directly or not-directly involved

in the natural oil and gas mining operation in the Production Sharing contract. According to the Tax Law

and Regulations, the economical added value is considered as a taxable income.

 

According to the Production Sharing Contract - Joint Operating Body (P SC-JOB), Pertamina holds the

participating interest of the contractor's operation with 50:50 proportion/comparison. Therefore, Pertamina

is also responsible for the operational costs that may occur in the oil field, where they conduct the activity

together. Should Pertamina is not able to take the financial responsibility during the operation; the contractor

may give them an advance on the operational costs. Once the mine produces oil, Pertamina will then be

responsible to pay all advances back to the contractor in a form of crude oil production plus some additional

crude oil. This additional crude oil is compensation from Pertamina given to the contractor for giving them

advances. In the Production Sharing Contract term, this compensation is called Uplift.



 

In the implementation in the field, there is a dispute over the tax for uplift between the Government (in this

case is the Directorate General of Tax) and the contractor. Contractor refuses to pay tax on uplift because

according to them, uplift has nothing to do with the petroleum operation and it is not an incentive either. In

addition, according to the contract, the oil production received by the contractor is including tax. While in

the Directorate General of Tax itself, there are also pros and cons about what most suitable income tax that

should be charged to uplift. This is the main topic of this research.

 

The type of research used here is descriptive analysis. The consideration of using this type is to find out

whether Uplift complies with the income concept according to the Income Tax Regulation. If so, then what

would be the most suitable tax assessment for uplift, also, the analysis of the problem that may occur during

implementation. The data of this research was collected from book references and through interview in the

field.

 

Research showed that uplift complies with the income concept according to the Income Tax Regulation

(Law). The most suitable tax assessment on uplift is a net basis tax with tariff as outlined in the Article 17 of

Income Tax Regulation. Since the uplift occurred as a result of an effective activity conducted by the

contractor as a fixed business in Indonesia, therefore, uplift is considered as part of the business income of a

fixed business.

 

Research also showed that the income of uplift is potency for tax from natural oil and gas, which have not

been explored yet, because, according to the sharing contract mechanism, uplift is not yet included in the

taxable income roll. The problem is because there is a special rule (lex specialist) that still valid, that is

Finance Ministerial Decree about formal regulation and material.

 

Based on the research, it is suggested that there should be a harmony between the tax and technical

regulations in the contract and the implementation regulations that should outline the formal policy as well

as the tax. Also, to issue a regulation about tax on uplift and to replace the existing Finance Ministerial

Decree about the tax responsibility of a contractor in the Production Sharing contract.</i>


